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PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Lingkungan hidup di Indonesia merupakan sebuah karunia 
dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, 
sehingga harus senantiasa dijaga, dikelola dan dilestarikan dengan 
baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan 
mahkluk hidup lainnya. Manusia dan lingkungan sekitar tentu 
sangat berkaitan erat, karena manusia berinteraksi dan saling 
mempengaruhi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah 
hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatif. 
Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara 
pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu 
upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. 
Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja 
instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-
undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka 
menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan 
pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha 
yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari 
masyarakat. Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja 
suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya 
Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan 
memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait 
dengan lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang 
disahkan oleh pemerintah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Undang-undang  yang berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat 
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dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140 
ini menggantikan peran dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan 
dari kehidupuan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang 
hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan 
sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses 
multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar 
atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi 
nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan 
ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan 
kemiskinan. agar menjadi lebih baik dan sehat. 
Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, 
dan serius.Ibarat bola salju yang selalu menggelinding, semakin 
lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau 
translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. 
Dampak-dampak yang terjadi terhadaplingkungan tidak hanya 
terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kaitmengait sesuai dengan 
sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantairelasi yang saling 
mempengaruhi secara subsistem. Awalnya masalah lingkungan 
hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang 
terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi 
tanpamenimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu 
sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Akan tetapi, 
sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai 
masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia 
memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable 
bagi peristiwa-peristiwa lingkungan (N.H.T Siahaan 2004:1). 
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Salah satu kegiatan manusia yang sangat berhubungan dengan 
lingkungan adalah pembangunan industri yang menghasilkan 
limbah-limbah industri. Limbah merupakan pencemar yang dapat 
mengganggu keseimbangan alam yang menimbulkan ancaman bagi 
manusia. Adanya pencemaran yang disebabkan oleh limbah yang 
berasal dari kawasan industri, areal pertanian maupun limbah rumah 
tangga dapat merubah sifat-sifat fisika dan kimia yang akan 
menurunkan kualitas air.  
Meningkatnya pembangunan, terutama yang mengarah pada 
bidang industrilisasi, disatu sisi memberikan dampak positif bagi 
pemenuhan kebutuhan, akan tetapi disisi lain juga memberikan 
dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat disekitarnya. 
Industri sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 
mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang dengan 
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan 
rancang bangunan dan perekayasaan industri yakni kelompok 
industri hulu (kelompok industri dasar), kelompok industri hilir, dan 
kelompok industri kecil. Bidang usaha industri adalah lapangan 
kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri yang 
mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir 
dalam proses produksi. (Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, 
2007:8). 
Limbah-limbah industri dapat menjadi samakin bertambah 
seiring dengan pesatnya perkembangan industri, baik volume 
maupun jenisnya. Limbah industri khususnya limbah industri 
tekstil, kertas, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan lain-lain, 
merupakan salah satu penyebab masalah lingkungan akibat dari 
buangan limbah tersebut yang mencemari lingkungan. Akibatnya 
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beban pencemaran lingkungan semakin berat, sedangkan 
kemampuan alam untuk menerima beban limbah terbatas. Jenis 
limbah industri banyak macamnya, tergantung bahan baku dan 
proses yang digunakan masing-masing industri. Salah satu masalah 
yang paling mengganggu dari limbah industri tersebut adalah 
kandungan zat warna (Pratiwi, 2010). 
Dari definisi tersebut di atas, istilah industri sering disebut 
sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing). Pengertian industri 
sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam 
bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial, dan karena 
kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri 
berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin 
maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau 
daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin 
kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan 
atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada 
dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu 
berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau 
jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, 
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut 
menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin 
besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, 
maka semakin beranekaragam jenis industrinya.  
Keberadaan industri tentu membawa dampak, baik itu bagi 
lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Beberapa dampak 
tersebut diantaranya seperti mengurangi tingkat pengangguran, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan industri 
dan lain sebagainya. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung 
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membawa dampak positif, tapi bagi lingkungan hidup industry 
membawa banyak dampak negatif seperti pencemaran air, polusi 
udara dan lain sebagainya (Husin Sukanda, 2009:42). 
Kenaikan jumlah penduduk di perkotaan ini erat kaitannya 
dengan pesatnya industrialisasi. Industrialisasi yang berlangsung 
dalam proses pembangunan, pada hakekatnya merupakan upaya 
meningkatkan pemanfaatan berbagai faktor, misalnya sumber alam, 
keahlian manusia, modal, dan teknologi, secara berkesinambungan. 
Semakin banyak kebutuhan masyarakat, semakin banyak kegiatan 
industri yang berlangsung, sehingga semakin besar pula tekanan 
untuk meningkatkan pemanfaatan faktor-faktor tersebut. Berkaitan 
denganitu, pada dasarnya industrialisasi adalah sebuah dilema. Di 
satu pihak, pembangunan industri ini sangat diperlukan untuk 
meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan 
oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan untuk 
meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi di lain pihak, 
industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau 
dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber 
alam (R.M. Gatot P. Soemartono, 1996:195-196). 
Dampak positif dari pembangunan sektor industri sudah 
banyak kitarasakan, mulai dari meningkatnya kemakmuran rakyat, 
meningkatnya pendapatan perkapita, memperluas lapangan kerja, 
meningkatnya mutu pendidikan masyarakat, memenuhi kebutuhan 
hidup masyarakat yang semakin meningkat dan masih banyak lagi 
sisi positif dari pembangunan. Namun demikian semua jenis usaha 
memiliki dampak atau sisi negatif, selanjutnya pemerintah kurang 
memperhatikan kebijaksanaan yang mengatur tentang dampak atau 
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sisi negatif dari pembangunan salah satunya kegiatan industri yang 
ternyata sangat banyak. 
Salah satu dampak negatif pembangunan yang menonjol 
adalahtimbulnya berbagai macam pencemaran, akibat penggunaan 
mesin-mesin dalam industri maupun mesin-mesin sebagai hasil 
produksi dari industri tersebut. Ada berbagai bentuk pencemaran, 
antara lain pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap yang 
dihasilkan sisa pembakaran dari mesin, pencemaran air yang 
diakibatkan pembuangan sisa industri yang bersifat cair secara 
langsung tanpa melalui proses daur ulang, pencemaran tanah akibat 
sampah plastik yang tidak dapat diuraikan oleh tanah dan 
pencemaran suara dari suara mesin-mesin. Akibat semakin 
gencarnya para pengusaha berproduksi untuk memproduksi barang 
dalam jumlah yang sangat besar, maka semakin meningkat sisa 
pembakaran berupa gas CO, yang berbahaya bagi manusia juga 
bertambah jumlah, sisa produksi berupa bahan kimia yangberbahaya 
juga bertambah jumlahnya. Selain itu masyarakat yang 
mengkonsumsi produk tersebut akan membuang kemasannya dalam 
jumlah besar maka terjadilah pencemaran akumulasi dari berbagai 
bentuk pencemaran dalam suatu daerah. 
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu 
diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sebagaimana telah diubah dan diperbaharui oleh Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPLH) adalah payung di bidang pengelolaan lingkungan hidup 
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yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di 
Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, UUPLH merupakan dasar 
ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta 
sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang 
telah ada sebelumnya serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan 
yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem (Muhamad Erwin, 
2008:13). 
Sejalan dengan itu, dalam perkembangannya ternyata 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memiliki beberapa 
kekurangan. Sebagai penyempurnaan UUPLH 1997 lahir dalam 
bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup lebih baik dibandingkan UUPLH 1997. Hal ini 
terjadi karena secara hierarki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 adalah penyempurnaan UUPLH 1997. Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 memuat hal-hal yang lebih jelas dan rinci, 
seperti adanya pola perlindungan lingkungan, upaya pengelolaan 
lingkungan hidup, pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 
serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), yang 
pengaturan mengenai hal tersebut tidak ditemui dalam UUPLH 
1997. 
Undang-Undang ini pun sejalan atas hak lingkungan hidup 
yang baik dan sehat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H yang menyatakan bahwa 
”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 
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Salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan 
adalah pembuangan limbah oleh pelaku usaha yang tidak 
bertanggung jawab. Banyak pelanggaran yang dilakukan dalam 
mengelola dampak dari usahanya yang berpotensi untuk merusak 
dan atau mencemari lingkungan hidup dengan membuang limbah-
limbah industrinya, salah satu contoh kasus pelanggaran dari 
perusahaan yang mencemari lingkungan adalah pabrik tekstil di 
Kabupaten Boyolali yang meninggalkan dampak negatif berupa 
limbah-limbah yang dihasilkan dari pabrik tekstil di Kabupaten 
Boyolali, terutama di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono. 
Dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPPLH) yang dimaksud limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau 
kegiatan. Limbah tersebut dapat berupa air sisa pewarnaan, gas 
yang dihasilkan dari pembakaran lilin, dan potongan sisa kain yang 
tidak digunakan dalam proses industri. Limbah-limbah tersebut 
tidak berasal dari hasil produksi tetapi berasal dari proses produksi 
tekstil. Kebanyakan limbah-limbah tersebut berupa limbah cair, 
pencemaran limbah pun sudah berlangsung cukup lama. Air limbah 
tersebut dibuang pada malam hari di Sungai Kramat hingga 
akhirnya masuk ke saluran irigasi dan menimbulkan warna serta bau 
menyengat. Dampaknya tanah sawah menjadi kekuning-kuningan. 
Unsur hara yang sangat penting untuk kesuburan tanah juga rusak 
akibat limbah tersebut. Hewan-hewan kecil seperti belut, cacing, 
maupun mikro organisme lainnya pun tidak dapat hidup. 
(http://www.solopos.com/2015/11/06/pencemaran-lingkungan-
boyolali-sawah-di-kuwiran-tercemar-limbah-tekstil-658936, diakses 
pada Hari Minggu, 22 Mei 2017 pukul 19.30). 
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Dari data empiris tersebut mengindikasikan bahwa masih 
banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan 
mencemari lingkungan yaitu dengan membuang limbah-limbah dari 
proses produksi perusahaan mereka di sungai Kabupaten Boyolali. 
Maka untuk mencegah hal tersebut agar tidak terus berlanjut 
diperlukan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pemerintah dalam hal 
ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam 
pengendalian limbah industri. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih mendalam terhadap kinerja pemerintah terkait 
pengendalian limbah industri dalam hal ini kinerja dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Oleh sebab itu, sangat 
penting untuk dilakukan kajian lebih jauh dalam sebuah bentuk 
penulisan hukum (skripsi) dengan judul: PELAKSANAAN 
TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN BOYOLALI DALAM PENGENDALIAN 
LIMBAH INDUSTRI. 
 
B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan 
yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan 
diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. 
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam 
setiap tahapan penelitian. Perumusan masalah yang jelas akan 
menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat 
biaya, waktu, tenaga dan penelitian akan lebih terarah pada tujuan 
yang ingin dicapai (Abdulkadir Muhammad, 2004:62). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang hendak 
diteliti dalampenelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian terhadap limbah 
industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali? 
2. Apakah fungsi pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Boyolali terhadap Lingkungan Industri sudah 
efektif? 
 
C. Tujuan penelitian  
Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam 
mencapai maksud dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
Tujuan Obyektif dari Penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 
pengendalian terhadap limbah industri oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah fungsi 
pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Boyolali terhadap Lingkungan Industri sudah 
efektif. 
2. Tujuan Subyektif 
Tujuan Subyektif dari Penelitian ini adalah : 
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama 
penyusunan penulisan hukum untuk melengkapi syarat 
akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam program 
studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
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b. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan, pemahaman, 
dan kemapuan penulis dalam mengkaji masalah yang 
diperoleh dari teoridan praktek lapangan dalam hal ini 
lingkup hukum administrasi negara, khususnya hukum 
lingkungan. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis 
peroleh, agar dapat memberikan manfaat bagi penulis 
sendiri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat 
dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, 
sebab besar kecilnya manfaat penelitian ini akan menentukan 
nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat 
dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat Teoretis dari Penelitian ini adalah : 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 
ilmu hukum pada umumnya dan hukum adminstrasi negara 
pada khususnya yang berkaitan dengan sejauh mana 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Boyolali terkait dengan pengendalian limbah 
industri. 
b. Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan 
yang dapatdigunakan sebagai bahan acuan penelitian yang 
akan datang. 
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c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan 
terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap 
berikutnya. 
2. Manfaaat Praktis 
Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah : 
a. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta 
dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
yang sistematis sekaligus mengetahui kemampuan dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 
memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait. 
 
E. Metode Penelitian 
Kegiatan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
berkaitan dengan analisa atau konstruksi, yang dilakukan secara 
metodologis, sistematis dan konsisten. ”Metodologis berarti sesuai 
dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan 
suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal 
yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono 
Soekanto, 2010:42). 
Metode penelitian dapat diartikan, yaitu logika dari 
penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, 
dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian (Soerjono 
Soekanto, 2010:5-6).Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian 
dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak 
dari teori ke pemilihan metode. Pengertian diatas dapat 
disimpulkan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan 
pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, 
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menganalisa, dan memahami lingkumgan-lingkungan yang 
dihadapinya (Soerjono Soekanto:2010:6). 
Maka beranjak dengan hal tersebut metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis dalam 
menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu 
penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil 
dari perilaku manusia, Dalam penelitian empiris, yang diteliti 
pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan 
dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau 
masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). 
Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk 
ke dalam bentuk penelitian evaluatif. Menurut Setiono, yang 
dimaksud dengan penelitian yang berbentuk evaluatif adalah 
penelitian yang dimaksudkan untuk menilai program-program 
yang dijalankan. 
2. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifat penelitian yang penulis susun termasuk 
penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Sifat 
penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberi data 
yang diteliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 
lainnya, untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat 
membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam 
kerangka menyususn teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:10).  
Eksploratif (menjelajah) dimaksudkan untuk menguji 
hipotesa-hipotesa tertentu. Hal ini dimungkinkan apabila 
pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup ada (Setiono, 
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2002:5). Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif penulis tidak 
hanya terbatas sampai pengumpulan data saja, tetapi juga 
meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat 
diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan 
penelitian data tersebut. 
3. Pendekatan penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendasarkan pada data-
data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan 
juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai 
sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2008:250). Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan 
pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta 
informasi verbal maupun normatif dan bukan dalam bentuk 
angka-angka.  
Penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian 
etnografi yang bertujuan untuk menemukan pola-pola 
kebudayaan yang membuat hidup menjadi berarti bagi orang 
atau masyarakat, teknik penelitian yang digunakan adalah 
wawancara mendalam (dept interview), pengamatan terlibat 
(participant observation) dan dokumen pribadi seperti buku 
harian, surat-surat, otobiografi, transkrip dan wawancara tidak 
berstruktur (Burhan Ashshofa, 2004:61). 
4. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh dan melengkapi data yang 
diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi 
penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. 
Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup 
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permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, 
sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan dapat 
tercapai sesuai dengan sasaran. 
5. Jenis Data 
Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data 
yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan 
pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 
dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari 
bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono 
Soekanto, 2010:51). Jenis dan sumber data yang digunakan 
penulis dalam menyusun penelitian hukum ini antara lain: 
a. Data Primer 
Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara 
langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau 
yang diperoleh langsung dari repondn yang berupa 
keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan 
data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono 
Soekanto, 2010:12). 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang didapat dari 
keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh 
secara tidak langsung anatara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010:12). 
6. Sumber Data  
Berdasarkan dengan jenis data yang digunakan didalam 
penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan sumber data 
sebagai berikut : 
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a. Sumber Data Primer  
Sumber data primer merupakan sumber data yang 
diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan 
yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui 
wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau 
juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber 
yang pertama (Soerjono Soekanto, 2010:12). 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data 
primer di dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui 
wawancara dengan pejabat atau staf Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Boyolali terkait dengan permasalahan 
yang diteliti. 
b. Sumber Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang didapat dari 
keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh 
secara tidak langsung anatara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010:12). 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang 
bersifat pribadi dan publik yang terdiri dari : 
1) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan 
perundang-undangan (Burhan Ashofa, 2001:103). 
Bahan Hukum Primer merupakan hasil dari tindakan 
atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang 
berwenang. Bahan hukum Primer yang terdapat dalam 
penelitian ini anatara lain : 
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a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 
b) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun. 
d) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum 
yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan 
hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-
buku teks, jurnal ilmiah, koran, pamphlet, brosur dan 
berita internet (Mukti Fajar, 2009:159). 
3) Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier merupakan Bahan 
hukum yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder (Soerjono Soekanto, 2010:52). Bahan 
Hukum Tersier meliputi kamus, ensiklopedia, internet 
(cyber media), majalah atau surat kabar. 
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7. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan data dalam suatu penelitian yang 
bersifat deskriptif merupakan bagian penting karena akan 
digunakan dalam memperoleh data secara lengkap dan sesuai. 
Teknik Pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data 
yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah : 
a. Wawancara 
Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan 
cara penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. 
Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara. 
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan 
keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka tatap 
muka maupun tidak (H.B. Sutopo, 2006:190). 
Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara 
mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak 
yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data 
baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang 
diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. 
Metode wawancara yang digunakan Dalam 
penelitian ini adalah metode campuran, dengan 
menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan 
metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis 
membuat pedoman wawancara dengan pengembangan 
secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang 
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ingin diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan dalam 
rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat 
dari para pihak yang berkaitan. 
b. Studi Kepustakaan 
Teknik pengumpulan data sekunder dengan 
menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari 
buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan 
bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010:12). 
8. Teknik Analisis Data 
Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan 
kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang 
telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. 
Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan 
dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab 
persoalan dalam penelitian. Analisis data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang 
diperoleh bukan angka atau yang akan di-angkakan secara 
statistic. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif 
adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif 
analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 
tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soerjono Soekanto, 
2008:250) 
Dalam operasionalisasinya, peneliti membatasi 
permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada 
pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam 
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penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah 
diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang 
diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. 
Setelah pengolahan data selesai, peneliti melakukan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat 
dalam reduksi data maupun sajian datanya. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif 
dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data 
yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian 
dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah 
hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang kemudian 
data yang dikumpulkan dianalisa melalui tiga komponen utama 
sebagai berikut :  
a. Reduksi data 
Reduksi data merupakan proses penyeleksian, 
pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang 
diperoleh dari data kasar yang dicatat dilapangan. Pada 
penelitian ini peneliti melakukan tindakan reduksi data 
dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan abstraksi 
dari lokasi penelitian yang bersumber dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.  
b. Penyajian Data 
Merupakan sekumpulan informasi yang tersususun 
dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk 
dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang 
dilakukan. 
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c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 
Penarikan kesimpulan berdasarkan atas semua hal 
yang terdapat dalam reduksi data dan sajian yang meliputi 
berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-
pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan, 
konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data (H.B. 
Sutopo, 2006:91-95). Dalam penelitian ini proses analisis 
sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih 
berlangsung. Peneliti terus bergerak di antara tiga 
komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama 
proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan 
data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen 
analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih 
tersisa. Teknis analisis kualitatif model interaktif dapat 
digambarkan dalam bentuk rangkaian yang utuh antara 
ketiga komponen diatas sebagai berikut : 
 
Gambar 1. Teknik Analisis Kualitatif Model Interaktif 
 
Proses analisis interaktif tersebut dimulai pada 
waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat 
Reduksi Data 
 
Sajian Data 
 
Penarikan Kesimpulan 
 
Pengumpulan Data 
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reduksi data dan sajian data. Tahap selanjutnya setelah 
pengumpulan data selesai adalah peneliti mulai 
melakukan penarikan kesimpulan dengan memverifikasi 
berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Proses 
yang dilakukan dengan siklus komponen-komponen 
tersebut maka akan diperoleh data yang benar-benar 
mewakili sesuai dengan masalah yang diteliti. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara menyeluruh dan mampu mempermudah 
pemahaman yang berkaitan dengan keseluruhan isi dari penulisan 
hukum. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini terdiri 
dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab yang 
disesuaikan dengan luasnya permasalahan ditambah dengan daftar 
pustaka. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I     : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang latar 
belakang yang menjadi dasar pengambilan judul 
skripsi, permasalahan yang menjadi obyek kajian, 
tujuan yang ingin diperoleh, manfaat dari penulisan 
skripsi, metode penelitian dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II     : TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini penulis akan memaparkan landasan 
teori yang berkaitan dengan masalah yang terdiri 
dari kerangka teori yang bersumber pada bahan 
hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu 
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hukum yang dianut secara universal mengenai 
persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang penulis teliti. Kerangka Teori tersebut 
meliputi tinjauan umum tentang lingkungan hidup, 
tinjauan umum tentang hukum lingkungan, tinjauan 
umum tentang limbah industri dan dampaknya, 
tinjauan umum tentang Dinas Lingkungan Hidup 
Daerah, tinjauan umum tentang pengawasan dan 
penegakan hukum lingkungan. Selain itu untuk 
memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam 
bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran. 
BAB III              : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan sajian 
pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada 
yaitu, mengenai pelaksanaan Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Boyolali dalam pengendalian 
terhadap limbah industri dan fungsi pengawasan dan 
pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Boyolali terhadap Lingkungan Industri apakah 
sudah efektif. 
 
BAB IV     : PENUTUP  
Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran 
berkaitan dengan permasalaha yang diteliti. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
